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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN 

BENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :  a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi 

Korban Bencana masih terdapat kekurangan pengaturan 

khususnya mengenai pemberian bantuan jaminan hidup 

pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi 

darurat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung 

Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana;  

 

Mengingat     :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5658); 

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang 

Bantuan Langsung  Berupa Uang Tunai bagi Korban 

Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 599); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 

Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2147); 

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1517); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 

TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI 

KORBAN BENCANA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 

04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang 

Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

599), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan 

langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang 

mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat 

bencana agar dapat tetap hidup secara wajar. 

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan menggangu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta bencana, dan dampak psikologis.  

3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan dan tanah longsor.  

4. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam 

yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.  

5. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau 

benturan fisik dengan kekerasan antara dua 

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung 

dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang 

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi 
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sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan 

menghambat pembangunan nasional.  

6. Pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian 

kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat 

yang terkena bencana, dengan melakukan upaya 

rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan 

sosial, dan pendampingan psikososial untuk 

memulihkan dan membangun kembali kehidupan 

baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana 

dalam rangka mengembalikan keberfungsian 

sosialnya.  

7. Korban bencana adalah orang atau sekelompok 

orang yang menderita atau meninggal dunia akibat 

bencana.  

8. Eks kombatan adalah seseorang yang pernah 

terlibat dalam konflik sosial, kerusakan, dan/atau 

terorisme yang mengalami risiko sosial.  

9. Risiko sosial adalah ancaman penurunan 

kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan 

dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, 

lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial.  

10. Seleksi penerima bantuan stimulan adalah upaya 

menentukan data nyata di lapangan berdasarkan 

hasil penilaian pada saat pasca bencana untuk 

dapat digunakan sebagai bahan penentuan bagi 

Pimpinan dalam penetapan pemberian Bantuan 

Pemulihan Sosial kepada korban bencana alam dan 

bencana sosial.  

11. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan 

semua aspek pelayanan publik atau masyarakat 

sampai tingkat yang memadai, dengan sasaran 

utama untuk normalisasi serta pemberdayaan dan 

mengembalikan harkat hidup korban bencana 

secara manusiawi di wilayah pasca bencana.  
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